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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Mukomuko Tahun 2015 — 2019.

Pengadilan Negeri Mukomuko adalah pelaksana kekuasaan Kehakiman
dilingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas
dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama
dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan
sekaligus merupakan kawal depan (Voorvost) Mahkamah Agung Republik Indonesia
yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Pada Undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap
Kepala Satuan Kerja waijib menyiapkan rancangan Reviu Renstra sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Reviu Renstra.
Semoga Reviu Renstra ini bermanfaat dalam mewujudkan peradilan yang sederhana,
cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko.

Mukomuko, 18 Desember 2019
KETUAPENGABMAN NEGERI MUKOMUKO

"(Dr.NUR KHOLIS, S.H.. M.H.
"NIP_*197005101990031003
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BAB | PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Mukomuko adalah pelaksana kekuasaan Kehakiman
dilingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
ditingkat pertama dalam dan sekaligus merupakan kawal depan (Provost)
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berada dalam wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Setiap instansi pemerintah wajib mengimplementasikan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategis
merupakan suatu dokumen rencana untuk mengarahkan tujuan yang ingin
dicapai Pengadilan Negeri Mukomuko dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Mukomuko. Rencana
strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan dalam
rencana tindakan, serta didukung dengan anggaran yang memadai dan
dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang dengan
sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko.

Dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Negeri Mukomuko yaitu
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Mukomuko yang agung”, maka Pengadilan
Negeri Mukomuko menetapkan sasaran strategis dalam Reviu Rencana
Strategis yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
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2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara,

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan,

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN
A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Negeri Mukomuko mencakup hal-hal yang memang
sudah diatus dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal
yang dikembangkan kemudian, mencakup :
1. Merupakan Kawal depan (Voorvost) di wilayah Kabupaten Mukomuko
Propinsi Bengkulu.
2. Merupakan pengambil keputusan dala pertimbangan karir (promosi dan
mutasi) pegawai pada Pengadilan Negeri Mukomuko.
3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri
Mukomuko selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Mukomuko dirinci
dalam beberapa aspek :
1. Aspek Proses Peradilan
» Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan
masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri
Mukomuko.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
» Pengadilan Negeri Mukomuko belum memiliki pegawai yang sesuai
dengan kebutuhan setiap sub bagian dan kepaniteraan.
» Pengadilan Negeri Mukomuko belum mempunyai kewenangan untuk
merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan pengadilan.
» Rekruitmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan
kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Mukomuko
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» Jumlah Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita yang sangat minim
mempengaruhi dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara.

» Pengadilan Negeri Mukomuko kekurangan pegawai yang memiliki
basis Teknologi Informasi.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

» Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

» Letak Pengadilan Negeri Mukomuko yang jauh dari Tingkat Banding,
mengakibatkan pengiriman administrasi untuk perkara banding
membutuhkan waktu yang lebih lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

» Pengadilan Negeri Mukomuko belum memiliki gedung kantor yang
sesuai dengan Prototype Mahkamah Agung RI.

» Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Mukomuko dari pusat
belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Mukomuko

untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

dalam beberapa aspek :

1.

Aspek Proses Peradilan

» Adanya informasi dari website dan bagian kepaniteraan yang
memberikan informasi mengenai alur proses peradilan kepada
masyarakat.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

» Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam
peningkatan kinerja.

» Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan
Pengadilan Negeri Mukomuko, Pengadilan tinggi Bengkulu maupun
Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Aspek Pengawasan dan Pembinaan
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» Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik
untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri Mukomuko oleh
Pengadilan Tinggi Bengkulu

Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

» Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Mukomuko.

Aspek Sarana dan Prasarana

» Penyediaan fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri
Mukomuko berupa internet, website Pengadilan Negeri Mukomuko.

- Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Mukomuko yang

akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan

perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

» Kurangnya personil di Pengadilan Negeri Mukomuko sehingga
sebagian tugas dilaksanakan oleh tenaga honorer.

» Personil di Pengadilan Negeri Mukomuko belum semuanya menguasi
visi dan misi Pengadilan Negeri Mukomuko.

Aspek Pengawasan dan Pembinaan

» Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja
aparat peradilan.

Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

> Pengadilan Negeri Mukomuko adalah pengadilan yang baru dibentuk
dan diresmikan, sehingga segala kebutuhan untuk tertib administrasi
dan manajemen masih dalam proses penyusunan.

Aspek Sarana dan Prasarana

» Pengadilan Negeri Mukomuko adalah pengadilan yang masih baru
dibentuk, maka pengadaan sarana dan prasarananya masih
ditentukan oleh Mahkamah Agung, dan Pengadilan negeri Mukomuko
belum menyusun RKA-KL dan RK-BMN sendiri.
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» Saat ini Pengadilan Negeri Mukomuko masih menggunakan Gedung
Milik Pemerintah Kabupaten Mukomuko, namun tidak menyurutkan
semangat untuk memberikan pelayanan yang baik bagi pencari
keadilan.
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2.1

2.2

BAB Il VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Rencana strategis Pengadilan Negeri Mukomuko tahun 2015 — 2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-
tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,
penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan
peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya, untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Mukomuko diselaraskan
dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan
dengan rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL JANGKA PANJANG (RPNJP) 2005 -
2025 dan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) 2015 —
2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program
dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi
pada tahun 2015 — 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Negeri Mukomuko.

Visi Pengadilan Negeri Mukomuko mengacu pada visi Mahkamah Agung
Rl adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO YANG AGUNG”

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Mukomuko adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Mukomuko;
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2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan:
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Mukomuko:
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Mukomuko.

2.3 TUJUAN
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Mukomuko.
Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Mukomuko adalah
sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat dengan mudah menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko dapat memenuhi butir

1 dan 2 diatas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015
sampai dengan 2019. Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri
Mukomuko adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel:

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

3. Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja
utama dengan digambarkan sebagai berikut :
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10.

Q

a5 9

12.

o Terwu1udnya beSGS

Peradilan yang Pasti,

Persentase Sisa Perkara Perdata 100
yang Diselesaikan

Transparan, dan Akuntabel

Peningkatan Efektivitas

Persentase Sisa Perkara Pidana 100
yang Diselesaikan

Persentase Perkara Perdata yang 85
Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara pidana yang 85
diselesaikan tepat waktu

Persentase Perkara yang Tidak 98
Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase Perkara Yang Tidak 98
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase perkara yang Tidak 98
Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali

Persentase Perkara Pidana Anak 30
yang Diselesaikan dengan Diversi

Index Kepuasan Pencari Keadilan 80

Persentase Salinan Putusan 100

Pengelolaan Penyelesaian  Perkara Perdata yang dikirim

Perkara

kepada Para Pihak tepat waktu

Persentase Salinan Putusan 100
Perkara Pidana yang dikirim kepada
Para Pihak Tepat Waktu

Persentase Perkara yang 15
Diselesaikan Melalui Mediasi
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13.

14.

15.

(3}

16.

17

18.

Meningkatnya Akses

Persentase Berkas Perkara yang 100
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan

PK yang Diajukan Secara Lengkap

dan Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara yang 100
Menarik Perhatian Masyarakat yang

Dapat Diakses Secara Online dalam

Waktu 1 Hari Setelah Putus

Persentase Perkara Prodeo yang 0

Peradilan bagi Masyarakat  Diselesaikan

Miskin dan Terpinggirkan

Persentase Perkara yang 0
Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan

Persentase Pencari Keadilan 100
Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum)

Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara 50

terhadap Putusan
Pengadilan

Perdata yang Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)
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BAB Il ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam

RPJMN tahun 2015 — 2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah

Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran sebagai berikut :

1
2
3.

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel:
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
Meningkatnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui
pemanfaatan teknologi informasi:

. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara

optimal baik internal maupun eksternal;
Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang
sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel;
Terwujudnya transparansi pengeloalaan SDM lembaga peradilan
berdasarkan parameter obyektif:
Peningkatan Pengelolaan Manajerial lembaga peradilan secara akuntabel,
efektif dan efisien.

Masing-masing sasaran strategis diatas memiliki arahan kebijakan

sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel;

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

T

2
3.
4

Penyempurnaan penerapan sistem kamar:
Pembatasan perkara kasasi:

Proses berperkara yang sederhana dan murah:
Penguatan akses peradilan.
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Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan;

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan, dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan
sebagai berikut :

1. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin;
2. Sidang keliling/zitting plaats:
3. Pos pelayanan bantuan hukum.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya penyederhanaan proses
penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan penyederhanaan
proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, ditetapkan
arah kebijakan sebagai berikut
1. Penataan ulang manajemen perkara;

2. Integrasi informasi perkara secara elektronik;
3. Penguatan organisasi dan sumber daya manusia di bidang kepaniteraan.

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja
aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pengawasan kinerja
aparat peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
1. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan:
2. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
3. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi
masyarakat;
4. Redefenisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra
dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
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Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang
terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan
dan akuntabel;

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi
yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan
dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;
2. Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi terintegrasi; dan
3. Pengembangan Kompetensi SDM berbasis Teknologi Informasi.

Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya transparansi pengeloalaan SDM
lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif;
Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kompetensi dan
integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
1. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia peradilan;
2. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia peradilan.

Sasaran Strategis 7 : Peningkatan Pengelolaan Manajerial lembaga
peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Pengelolaan
Manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan
arah kebijakan sebagai berikut :

1. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung;

2. Penataan manajemen dalam rangka good court governance;

3. Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan
pengembangan budaya organisasi yang efektif.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang
ditetapkan, Pengadilan Negeri Mukomuko menetapkan arah dan kebijakan dan

strategi sebagai berikut :
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1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem
manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat
pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat
mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, prose
peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan
kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur
peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan
strategi peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi
sesuai dengan kompetensi:

b. Pengawasan internal dan eksternal. Hal ini disebutkan untuk menjamin
berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi
rasa keadilan bagi masyarakat:

c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai dengan
bidangnya masing-masing;

d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta
teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan
kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagi berikut :

a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan
jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima
layanan;

b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;

C. Meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi untuk
pelayanan publik.
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3.3 KERANGKA REGULASI

Guna menyesuaikan visi dan misi Mahkamah Agung dan badan peradilan
dibawahnya dengan program prioritas yang ditetapkan pada RPJMN 2015 - 2019
di bidang hukum pada tahap II pencapaian roadmap Mahkamah Agung untuk
pembangunan pembaharuan badan peradilan di Indonesia dalam Cetak Biru,
Mahkamah Agung menetapkan program strategisnya untuk meningkatkan
kesadaran dan penegakan hukum dapat memantabkan kemandirian bangsa
dalam bidang pangan pariwisata untuk mmeningkatkan daya saing dan
pertumbuhan perekonomian, sehingga dituntut penguatan kerangka regulasi
yaitu kebijakan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan
pembangunan pembaharuan pada peradilan Indonesia.

2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian
prioritas pembangunan pembaharuan badan peradilan Indonesia.

3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan
pembentukan regulasi.

Dengan demikian dalam perencanaan harus menentukan kerangka
regulasi untuk pengendalian dalam pencapaian tujuan, dimana kerangka regulasi
tersebut selain berfungsi sebagai pengendali juga dapat menjadi pengawal dan
penghubung serta merupakan faktor pendorong dari pada pelaksanaan program
dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan.

Pengadilan Negeri Mukomuko dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya telah terlebih dahulu mengidentifikasi dan memetakan potensi
kekuatannya dengan segenap permasalahannya dengan komitmen organisasi
telah menetapkan kerangka regulasinya dalam pencapaian sebagaimana visinya
untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Mukomuko yang Agung.

Keterkaitan Antara tujuan dan program dengan sasaran strategis yang telah
ditetapkan sangat mutlak diperlukanh arah kebijakan yang tidak keluar dari
kerangka regulasinya, sehingga Pengadilan Negeri Mukomuko dalam
mewujudkan visinya menjadikan Peradilan yang Agung yang mendukung
pembangunan pembaruan Badan Peradilan Indonesia yang Agung pada tahun
2035, maka pada tahap I pembangunan jangka menengah, Mahkamah Agung

14
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RI telah mengeluarkan kebijakan yang berupa peraturan dan keputusan yang
dapat dijadikan pedoman dan regulasi Pengadilan Negeri Mukomuko dalam
program dan kegiatan rencana strategis yang dapat tergambar pada keterkaitan

sebagai berikut :

15
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3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN
Sesuai Pasal 2, 3 dan 10 Undang - undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah

di ubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir di ubah

dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum bahwa

Pengadilan Negeri Mukomuko sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

di lingkungan peradilan umum di tingkat banding yang susunannya terdiri dari

Pimpinan yaitu Ketua dan Wakil Ketua dan Hakim Anggota, sebagai pejabat

pelaksana tugas kekuasaan kehakiman yang dibantu oleh Panitera Pengganti,

serta Panitera sebagai pelaksana tugas administrasi perkara dan Sekretaris
sebagai pelaksana administrasi umum. Tugas dan wewenang kepaniteraan dan
kesekretariatan Peradilan umum telah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan, Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan Negeri

Mukomuko sebagai pimpinan peradilan umum di wilayahnya diatur dalam Pasal

53 Ayat 3 Undang — undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

Undang — undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum bahwa Ketua

Pengadilan Negeri melakukan pengawasan hakim dan pelaksanaan tugas serta

perilaku Panitera,Sekretaris dan melakukan pengawasan terhadap jalannya

peradilan ditingkat Pengadilan Negeri dan menjaga agar peradilan
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dengan memberikan
petunjuk, teguran dan peringatan sebagaimana sesuai dengan peraturan

Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan

atasan langsung dilingkungan peradilan. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas

serta dalam pengawasan dan pembinaan aparat peradilan sesuai PERMA

Nomor 8 Tahun 2016 dan sesuai PERMA 7 Tahun 2015, susunan organisasi

Pengadilan Negeri Mukomuko adalah sebagai berikut :

1. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dipimpin oleh Panitera dengan
tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi
perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang
terdiri :

a. Kepaniteraan Perdata
b. Kepaniteraan Pidana

19
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c. Kepaniteraan Hukum
Masing-masing dipimpin oleh Panitera Muda.
. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Mukomuko dipimpin oleh Sekretaris yang
bertugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi,
organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di
lingkungan Pengadilan Negeri Mukomuko yang terdiri sebagai berikut :
a. Sub. Bagian Perencanaan, teknologi Informasi. dan pelaporan
b. Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
. Sub. Bagian Umum dan Keuangan
Masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas fungsional penyelesaian dalam
memutus perkara Pengadilan Negeri Mukomuko dilakukan oleh Hakim dan
Panitera Pengganti dengan dukungan dari Kepaniteraan sderta
Kesekretariatan sehingga bagan susunan organisasi Pengadilan Negeri
Mukomuko adalah sebagaimana dibawah ini

20
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BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri

Mukomuko memiliki 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri

Mukomuko, yaitu :

1.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Mukomuko dan Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum dengan sasaran program dan indikator program
sebagai berikut :

SERETET) indikator Target

Program 2015 [ 2016 | 2017 | 2018 2019

Program Layanan Pos Bantuan Hukum - - 240 jam
Peningkatan layanan
Manajemen  Perkara Peradilan Umum yang - ey 50 100
Peradilan diselesaikan ditingkat pertama P e perkara
Umum dan banding yang tepat waktu
Perkara Peradilan Umum yang : & L - 0
diselesaikan melalui pembebasan perkara
perkara

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
Program ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Mukomuko dan Badan urusan

Adminstrasi dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran | indikator Target
Program | 2015 2016 2017 = 2018 2019
Meningkatkan Meningkatnya pengelolaan 10 sistem
kualitas pelayanan sistem informasi
layanan terintegrasi
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dukungan  Meningkatnya pengelolaan - ) - 15 23 orang

manajemen adminstrasi kepegawaian dan orang
untuk pengembangan SDM
mendukung berdasarkan parameter obyektif
pelaksanaan  Meningkatnya pengelolaan dan - - - 10 30 laporan
pelayanan pelaporan  keuangan yang [GparEn
prima transparan dan akuntabel di
pengadilan lingkungan Pengadilan Tinggi
Bengkulu
Meningkatnya kualitas S . - 2
manajemen rencana program dokumen

dan anggaran serta organisasi

secara transparan, efektifitas dan

efisien
- Meningkatnya pengelolaan 2 = - L 4 laporan
sarana dan prasarana untuk

menunjang pelayanan peradilan

Terselenggaranya pelayanan - - - - 12 bulan
pimpinan layanan
Meningkatkan pengelolaan Z z = - 12 bulan

keamanan, urusan tata usaha,
rumah tangga dan bina sikap
mental SDM

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan
Program ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Mukomuko dan Badan urusan
Adminstrasi dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran
Program 2015 | 2016 | 2017 | 2018

indikator Target

Terpenuhinya Jumlah Pengadaan kendaraan ' 3 unit
kebutuhan operasional

sarana dan Jumlah pengadaan perangkat - - - - 3 unit
prasarana pengolah data dan komunikasi

dalam Jumlah pengadaan - - - - 40 unit

mendukung Peralatan/Fasilitas kantor

pelayanan Jumlah Gedung/Bangunan - - - - 1 unit
peradilan
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BAB VI PENUTUP

Pengadilan Negeri Mukomuko adalah pelaksana kekuasaan Kehakiman
dilingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas
dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama
dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan
sekaligus merupakan kawal depan (Voorvost) Mahkamah Agung Republik Indonesia
yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Pada Undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap
Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Reviu Renstra sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

Secara umum pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan Negeri Mukomuko sudah
terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan berpedoman pada Rencana
Strategis tahun 2015 — 2019 yang telah disusun. Keberhasilan capaian tersebut
didukung oleh beberapa faktor antara lain : adanya kebijakan, peningkatan fungsi
pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan
prasarana sebagai faktor penunjang. Diharapka untuk tahun berikutnya akan ada
peningkatan yang signifikan untuk indikator sesuai dengan yang ditargertkan.

Semoga reviu Rencana Strategis tahun 2015 — 2019 bisa bermanfaat bagi
kemajuan peradilan di Indonesia guna mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung.
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LAMPIRAN

MATRIK REVIU RENSRA TAHUN 2015 - 2019
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Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO

NOMOR : W8.U9/33 /KPN/SK/1/2019

TENTANG

PENUNJUKAN TiM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

PADA PENGADILAN NEGER! MUKOMUKO

KETUA PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO

10.

11.

Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035) perlu
membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pada Pengadilan Negeri
Mukomuko.

Bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini
dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim
Penyusun Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri Mukomuko;

Undang-undang Nomor:3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Rl No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-Undang Rl Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan
Jangka Panjang Ri;

Undang-Undang Rl No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Rl No. 49
Tahun 2009;

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung.

Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

instruksi Presiden Republik indonesia Nomor S Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan indikator Kinerja Utama;



Memperhatikan

-

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
553/SEK/01/ Xi/2011 Tanggal 19 Desember 2011 tentang
Penyampaian LAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012,
serta Hasil Rencana Stategis {Renstra) Pengadilan Negeri Mukomuko
Tahun 2010 - 2014.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA
PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO.

Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam
Ltampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis
Tahun 2015 - 2019 pada Pengadilan Negeri Mukomuko;

Tim Penyusun Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri
Mukomuko melaporkan hasil penyusnan Rencana Strategis 2015-2019
kepada Ketua Pengadilan negeri Mukomuko;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mukog#liko
Pada tanggal - 8 Jgrfuari 2019
-7 Ketua Pengadilan Neg Mukomuko,é{

*

NUR KHOLIS, S.H., M.H.
~NIP. 19700510 199003 1 003




Lampiran - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko
Nomor - WB8.U9/33 /KPN/SK/1/2019
Tanggal - 8 Januari 2019

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO

T

, DITUNJUK/DIANGKAT
No g NAMA/NIP JABATAN P
1 E 2 4 5
1. ! TARZANTO, S.H. Panitera Penanggung Jawab Bidang
{ NIP. 19691012 199303 1 002 Kepaniteraan
2. | LANNY SIMANJUNTAK, S.Si Sekretaris Penanggung Jawab Bidang
| NIP. 19830415 200604 2 002 Kesekretariatan
3. | ASEP RIYANTO, S.H. Panitera Muda Pidana Koordinator Bidang Pidana
NIP. 19810926 200604 1 002
4. | ROY HENDIKA, S.H. Panitera Muda Perdata Koordinator Bidang Perdata
| NIP. 19850605 200912 1 003
5. | PERIYANTO, S.H. Panitera Muda Hukum Koordinator Bidang Hukum
NiP. 19870102 200604 1 003
6. | KENNAS LAWSA TEMSI, S.H. Kasub Bag. Umum dan Koordinator Bidang Umum
NIP. 19800707 201403 1 002 Keuangan dan Keuangan
7. | WITRI ROSSANTI, S.T Kasub Bag.Perencanaan Koordinator Bidang
NiP. 19900906 201503 2 001 Teknologi Informasi dan Perencanaan Teknologi i,
Pelaporan informasi dan Pelaporan
8. | MUAMMAR GADAFI, A.Md. Kasub bag.Kepegawaian, Koordinator Bidang
NiP. 19820520 200805 1 001 . Organisasi dan Tata Laksana Kepegawaian, Organisasi dan
Tata Laksana

7 Ketua Pengadilan Neg Mukomuko,

NUR’KHOLIS, S.H., M.H.
NIP. 19700510 199003 1 003




